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BAB V 

PENUTUP 

5.1   KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah dituliskan di atas, penulis 

menyimpulkan Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ba’a telah mengedepankan kebutuhan 

Narapidana Lanjut Usia itu sendiri. Pemberian perlakuan sesuai Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi 

Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia telah dilaksanakan dalam observasi dan 

wawancara yang penulis lakukan mendapatkan poin-poin kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Narapidana Lanjut usia di Lapas Kelas III Ba’a selalu mendapatkan akses 

dan dukungan maupun bantuan dalam mendapatkan hak dan keadilanya 

dalam program kepribadian dan kemandirian. 

2. Narapidana Lanjut usia telah mendapatkan perlakuan khusus bagi yang 

tidak berdaya. 

3. Narapidana Lanjut usia telah mendapatkan sarana dan prasarana seperti 

toilet duduk, pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi dan 

tersediannya tanda peringatan darurat atau sinyal.  

5.2 SARAN 

Menurut penulis Lembaga Pemasyarakat Ba’a dalam waktu dekat bisa segera 

mengatasi masalah di bagian sarana dan prasarana seperti kursi roda dan jalan 

ramp. Meskipun narapidana lanjut usia tidak berjumlah banyak dan bukan 

menjadi  mayoritas penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas III Ba’a tetapi  

keberadaan mereka harus tetap diperhatikan. Hak mereka untuk mendapat 

perlakuan khusus harus dilaksanakan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan 

dituntut menjadi sosok yang dapat mengayomi warga binaan Pemasyarakatan 

khususnya narapidana  lanjut usia. Dengan di diberikannya perlakuan khusus 

seperti wajib memberikan pembinaan dengan memperhatikan kondisi fisik 

yang ada pada narapidana lansia bukan menyamakan dengan narapidana 
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lainnya yang memiliki kondisi fisik lebih baik daripada narapidana lanjut 

usia. Selain itu Lapas juga wajib memenuhi sarana dan prasarana yang 

memadai seperti  obat-obatan dan adanya dokter khusus yang menangani 

narapidana lanjut usia. 
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